BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG
MENUNDA PEMBAYARAN DI BMT FAJAR MULIA UNGARAN

Pepatah mengatakan ilmu tanpa amal bagaikan painpa tuah,
begitu pula teori tanpa adanya praktek adalamsenseOleh karena itu
setelah penulis mengumpulkan data dari lapangaty gaBMT Fajar
Mulia Ungaran, maka dalam bab ke empat ini akaraldib analisis
terhadap implementasi pemberlakuan sanksi atabaasaampu yang
menunda pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran.

Pada zaman modern seperti saat ini, banyak kitaiitetalam
praktek perbankan fenomena nasabah yang menundaaparan, atau
disebut sebagai kredit macet dalam bank konveniotah padahal
sesungguhnya dia adalah orang mampu untuk memé&pulgjibannya
tersebut, dengan berbagai alasan orang tersebugamesengaja
melalaikan kewajibannya. Tak terkecuali hal tersgbga terjadi pada
lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal Watih(BMT). Sama
halnya dengan lembaga keuangan lainnya yang menafkisipasi
untuk menangani nasabah yang melalaikan kewajilzatergebut, BMT
juga memiliki antisipasi untuk menyikapinya. Berhagara dilakukan
seperti memberikan sanksi yang berupa denda sdjuodag bahkan
sampai pengambil alihan aset yang dijadikan sebdgaang jaminan.
Itu semua dilakukan demi memberi efek jera agaralveats tidak

melalaikan kewajibanny: 47
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Pada Bab Il telah dijelaskan bagaimana mekanisemm@honan
pengajuan pembiayaan hingga pemberlakuan sanksi @&sabah
mampu yang menunda pembayaran yang diterapkan BNEh Fajar
Mulia Ungaran, hal itu penulis dapatkan dari beparketerangan dan
data-data yang berhasil penulis kumpulkan. Daria-data tersebut
penulis selanjutnya akan menganalisis tentang sasfes nasabah
mampu yang menunda pembayaran menurut Fatwa Dewarials
Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Majelis Ulama Indesia yang
diterapkan di BMT Fajar Mulia Ungaran.

A. Analisis Implementasi Pemberlakuan Sanksi atas Nasabah Mampu
yang Menunda Pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran.

Implementasi pemberlakuan sanksi yang diterapka8Mil Fajar
Mulia Ungaran sebenarnya telah diantisipasi dergahbagai cara, bisa
dilihat pada saat seleksi awal yang melalui prosesey sebelum
permohonan pembiayaan dipenuhi oleh pihak BMT. a3 dilakukan
semata-mata sebagai kebijakan pokok dalam penyatlaaa. Metode
yang paling umum digunakan dalam menganalisis k&ky usaha
dengan menggunakan metode 5 C. Metode ini meruppkaerrapan
prinsip kehati-hatian yang diterapkan lembaga kgaan sebelum
melakukan penyaluran dahaDalam metode 5 C yang diperhatikan
adalah 1.character,dengan mengenal karakter atau kepribadian calon

peminjam maka secara tidak langsung kita dapat nkemghagaimana

! MuhammadSistem dan Prosedur Operasional Bank Syaribgyakarta: Ull Press
(Anggota IKAPI), 2000, him. 95.
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kemampuan membayar, Zapacity, mengukur kemampuarcalon
peminjam dalam mengelola usaha guna membayar Ipelmabiayaan, 3.
capital, untuk mengetahui besar kecilnya modal,céllateral, yaitu
agunan yang digunakan oleh calon peminjam sebaganan apabila
nanti peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannykimembayar,
5. condition of economidari kondisi ekonomi khusus kita dapat
memprediksikan persaingan dan kemungkinan resikg g&an timbul.

Selain metode 5 C BMT juga melakukan penegasatarign
ketentuan pembiayaan pada saat awal realisasituhdilakukan untuk
mencegah ketidakpahaman anggota pada saat prosdsyzean, dan
pendampingan atau pemantauan berkala terhadapgkalagan usaha
anggota agar selalu terkontrol perkembangannya dapat diarahkan
untuk menjadi lebih baik dan lebih maju.

Meskipun antisipasi telah dilakukan tapi masih ad@m nasabah
nakal yang melakukan penundaan pembayaran, jikaehsgbut masih
dilakukan maka pada akhirnya sanksi pun diberlaku@agi nasabah
tersebut.

Sanksi yang diterapkan BMT Fajar Mulia adalah dentgdnapan-
tahapan berikut, yang pertama yaitu dengan teguteguran ini
merupakan peringatan awal yang dilakukan pihak BMigan kata lain
BMT mengingatkan agar nasabah tersebut segera mémen
kewajibannya, apabila teguran tidak dihiraukan olababah maka BMT

akan memberikan surat peringatan langsung ke rumasdibah, dan surat
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peringatan ini diberikan bisa sampai 3 kali sebagpaya BMT
menyelesaikan secara kekeluargaan, sanksi yangéeéenda ataupun
black listuntuk pengajuan selanjutnya pun akan diberlakasabila 3
kali peringatan tetap diabaikan maka eksekusi jamakan dilakukan.

Eksekusi jaminan ini dilakukan semata-mata untukiutig dana
pembiayaan dan memberikan efek jera agar nasabdhbdertanggung
jawab pada kewajibannya. Dalam hal ini BMT telalals® dengan
ketentuan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional yaitu “sadldasarkan pada
prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah leldsiplin dalam
melaksanakan kewajibannya”.

Menurut keterangan Bapak Indra Aris Uripno selalanajer BMT
Fajar Mulia, pihak BMT Fajar Mulia sangat behattthalalam
memberlakukan sanksi denda, karena mereka takdiadensebut akan
jatuh sebagai riba, yang mana sudah jelas bahveaitubhukumnya
haram, untuk itu BMT Fajar Mulia belum pernah mendaikan denda
bagi nasabahnya, walaupun sebenarnya sanksi degaaerdapat pada
aturan sanksi yang ditetapkan di BMT Fajar Muliggwsesuai dengan
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional pada point lima yaitsanksi dapat
berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentakas dasar
kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Dari hasil penelitian, bahwa pihak BMT memiliki aarersendiri
untuk menangani nasabah yang nakal tersebut dengarberlakukan

eksekusi jaminan, telah disebutkan pada bab sebghirpada awal
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proses pengajuan proposal permohonan pembiayaais kissertakan
dengan jaminan.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT mengandung aisik
sehingga dalam pelaksanaannya BMT harus mempeahapkinsip-
prinsip penyaluran dana yang sehat. Untuk mengurasgo tersebut
jaminan pemberian pembiayaan dalam arti keyakinas kemampuan
dan kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaaseguai dengan
yang diperjanjikan merupakan faktor penting yangusaiperhatikan
pihak BMT.?

Walaupun sebenarnya eksekusi jaminan itu sendaktada dalam
ketentuan yang jelas dalam fatwa DSN-MUI tentamksiaatas nasabah
mampu menunda-nunda pembayaran, namun eksekusina@ami
merupakan salah satu sanksi dengan prinsip tajaimg mana dapat
memberikan efek jera, dan hal ini telah beberapaddakukan pihak
BMT.

Kendala yang dihadapi BMT dalam pemberlakuan sab&gi
nasabah mampu yang menunda pembayaran, untuk sherida BMT
tidak dapat memberlakukan karena sebagian besabaia$BMT yaitu
kalangan menengah kebawah, apabila denda tetapadtidean maka
dianggap memberatkan nasabah. Dan pihak BMT sefalihat dari
berbagai kondisi untuk dapat menyelesaikan permlasal penundaan

pembayaran ini dengan cara kekeluargaan.

145.

2 Mariam Darus Badrulzamarneka Hukum BisnisBandung: PT.Alumni, 2005, him.
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B. Analisis Implementasi Sanksi di BMT Fajar Mulia Menurut Fatwa
DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nsabah
Mampu yang Menunda Pembayaran

Telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasipada poin
pertama menjelaskan mengenai ” sanksi yang disgddam fatwa ini
adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabalj yaampu
membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran denggajae Dalam
bab sebelumnya telah dibahas bahwa dalam peng@eanohonan
pembiayaan pada BMT harus melalui proses yang pgnjaulai dari
pengajuan proposal permohonan pembiayaan, yang diamu
ditinjaklanjuti oleh pihak BMT dengan survey lapangagar pihak BMT
bisa menilai apakah pemohon tersebut layak ataak tidntuk
mendapatkan pengajuan permohonannya. Hal ini mkanparinsip
kehati-hatian dalam penyaluran dana yang diterapsiam seluruh
lembaga keuangan agar dikemudian hari tidak terfadihal yang
merugikan pihak lembaga keuangan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnyi Bijar
Mulia juga memberlakukan sanksi atas nasabah ma@pg menunda-
nunda pembayaran, karena nasabah mampu yang mepemdieayaran
termasuk orang yang zalim, seperti dalam hadist, bersabda:

“menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan olehngranampu
adalah suatu kezaliman...(MR. Bukhari)

Pada poin kedua fatwa tentang sanksi atas nasabatpunyang

menunda-nunda pembayaran ini disebutkan bahwa Bahsagang
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tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeak boleh
dikenakan sanksi.” Dalam lembaga keuangan ada dktorf yang
menyebabkan nasabah melakukan wan prestasi, yalktorfdiluar
kekuasaan nasabah seperti terjadinya musibah beatam yang dapat
menghambat proses produksi baik parsial maupunrasananyeluruh
(force majeur} dan kesengajaagmoral hazard).Yang dibolehkan bagi
bank untuk mengenakan sangsi adalah wan prestasikéaktor kedua.
ltupun dilakukan sekedar untuk memberi pelajaraar agisabah lebih
menghormati bank syariah. Untuk nasabah yang wastasi karena
faktor diluar kekuasaannya, berlaku hukum yangridtitdari AlQur'an
surah Al-bagarah ayat 280 tentang perintah memtaeryguh bagi

orang-orang yang tidak mampu membayar karena terkesusahan.
A ) a8 a1 alal ol 35daa ) B0k shle 93 IS )
.& 2 S“ -

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, mdierilah
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekafdaagian atau
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu netaigui.” (Qs. Al
Bagarah:280)

3Force Majeure atau force mayor bukanlah merupadaminologi yang asing dikalangan
komunitas Hukum. Force Majeure sendiri secara tardberarti “Kekuatan yang lebih besar”.
Sedangkan dalam Konteks hukum, force majeure dalmatikan sebagai clausula yang
memberikan dasar pemaaf pada salah satu pihak dslabtu perjanjian, untuk menanggung
sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelamyang mengakibatkan pihak tersebut tidak
dapat menunaikan kewajibannya berdasarkan kontaalg yelah diperjanjikarHal yang tidak
dapat diperkirakan tersebut tentu lah juga menkaptaituasi di mana tidak dapat diambil langkah
apa pun untuk mengeliminir atau menghindarinya.i Jsharusnya kedua criteria tersebut
terpenuhi untuk diterimanya dalil force majeureeker terjadinya suatu event (baca selengkapnya:
http://www.library.yale.edu/~llicense/forcegen.shtm

* Departemen Agama RIA-Quran Dan Terjemahnya Yayasan Penyelenggara
Penterjemah Al-Qur’an, Semarang: PT. Karya TohaaR@002, him. 141
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Berdasarkan ayat ini, para ulama’, terutama panggmeit Mazhab
As Syafii menjelaskan bahwa menunda piutang orgaigg sedang
kesulitan, sehingga belum mampu memenuhi kewajyemadalah wajib
hukumnya.

BMT Fajar Mulia dalam hal ini juga telah melakuk&wa ini,
karena memang tidak mungkin untuk melakukan peaagiembayaran
sementara orang tersebut sedang mendapat musipalagiaapabila
musibah tersebut dilanda oleh satu daerah karamzaba alam. Bahkan
kalau memang musibah tersebut telah menghancumrgalamya dan
butuh waktu yang lama untuk memulihkan keadaanatiatarsebut ke
dalam keadaan yang normal, pihak lembaga keuangaa b
menghapuskan penagihan tersebut atau tidak pealgadi rugi.

Pada poin ke tiga disebutkan “ nasabah yang manmgnunda-
nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemaaaitikad baik
untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksila® Al-Qur’an
dijelaskan dalam QS: Al-Maidah ayat 1 “bahwa Allatenegaskan
kepada setiap orang yang beriman untuk memenuld-alkad yang
telah mereka buat.” Apabila memang nasabah tersebompunyai itikad

bailk® untuk memenuhi kewajibannya, pasti mereka akanenahinya,

karena tahu menunda pembayaran adalah sebuahikeanal

® Yang dimaksud dengan itikad baik adalah ukurareldfjuntuk menilai pelaksanaan
perjanjian, apakah perjanjian itu mengindahkan menorma kepatutan dan kesusilaan, apakah
pelaksanaan pejanjian itu telah berjalan di athyaeg benar. (lihat selengkapnya: pasal 1338
KUHPdY)
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Selanjutnya pada poin yang ke empat berbunyi “ Satiasarkan
prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah leldisiplin dalam
melaksanakan kewajibannya.” Berdasarkan fatwa paita nasabah
mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat dikesakési yang
didasarkan pada prinsip ta%iryaitu bersifat menyerahkan dan demi
perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebifplidisdalam
melaksanakan kewajibannya.

Poin ke lima dalam fatwa disebutkan “sanksi damatjpa denda
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas kestpaklan dibuat
saat akad ditanda tangani.” Artinya, diperboleh&tau dihalalkan untuk
memberikan sanksi kepada orang yang menunda-nueddbgyaran.

Sanksi tersebut bisa berupa apa saja, sesuai deegapakatan awal.

Sesuai dalam hadist Nabi yang diriwayatkan Nasaabi
bersabda:

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh ngramampu
menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepgda (HR.
Nasa'i).

Pada poin ke enam disebutkan ” dana yang berasalddada

diperuntukkan sebagai dana sosial.” Selama ini bidsabah lalai

® Secara ringkas ta'zir dapat di katakan bahwa hukusadair itu adalah hukuman yang
belum ditetapkan oleh syara'. Melainkan diserahkapada ulil amri. Baik penentuan maupun
pelaksanaannya. dalam menentukan hukuman terggnguasa hanya menetapkan secara global
saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapk&kuman untuk masing-masing jarimah
ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hakumari yang seringan-ringannya sampai
seberat-seberatnya.



56

melunasi pembiayaan bank mereka dikenakan dendadaD&ersebut
ditujukan guna mendisplinkan nasabah dan bertarggawab atas janji
yang dibuatnya kepada bank. Lalu dana yang berdadl denda
diperuntukkan sebagai dana sosial, karena sifatigfada yang dibayar
nasabah tidak boleh dijadikan sebagaimana pendgpatan tetapi
dimasukkan pada dana sosial yang akan disalurkda pambiayaan
dengan aqadl-Qardu al Hasarl

Sementara itu, dalam sistem perbankan konvensgeiama ini,
bila nasabah lalai melunasi hutangnya pada bank Eiai dalam
memenuhi kewajibannya terhadap bank pada waktu yaaigh
ditentukan, mereka dikenakan denda. Dan dendabtdrg@apat diklaim
sebagai pendapatan oleh pihak bank. Sedangkan dedtam perbankan
syari‘ah denda tersebut tidak dapat diklaim sebpgadapatan, bahkan
dana yang di dapat dari denda tersebut harus dikkasupada dana
sosial yang akan disalurkan pada pembiayaan dexgatAl-Qardu al-
Hasan.Perbedaan inilah yang terjadi antara bank koneeasdan bank

syari‘ah.

" Qard Hasan (pinjaman kebijakan). Ini adalah jemgaman atas laba, di mana al-qur'an
mendorong kaum muslimin agar mengadakannya untl#ngan yang membutuhkan. Peminjam
berkewajiban mengembalikan hanya pokok pinjamarsaya, tetapi boleh memberikan kelebihan
(marjin) menurut kebijaksanaannya. Peminjgardh hasanjuga mendapatkan manfaat dari
berbagai macam layanan dan keuangan serta dibekigpada lembaga-lembaga amal untuk
mendapatk aktivitas-aktivitas mereka. Pembayaranblaéi dilakukan selama satu periode yang
disepakati oleh kedua pihak. Pungutan biaya layayey tidak seberapa atas pinjaman ini
dibolehkan asalkan berdasarkan atas biaya pengupis@man yang sesungguhnya, dan tidak
dikaitkan dengan jumlah atau batas waktu pinjanfketih lanjut lihat Latifa M. Algaud dan
Merryn K.Lewis, Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktek dan Prospe&ikarta: Serambi, 2003,
him. 90-91).
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Keputusan fatwa DSN-MUI harus sesuai dengan sweptitkisan
dewan pimpinan tahun 1997 yakni setiap keputusawafaharus
mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasthlawah, tidak
bertentangan dengan kemaslahatan umat, ijma’, gag mu’'tabar,
dan didasarkan pada dalil-dalil hukum yang lainpese istihsan,
maslahah mursalah, dan sadz adzri'ah.

Dari sinilah kemudian kemaslahatan dapat dijadizatu pijakan
dan pedoman pokok MUI dalam memecahkan berbagangsaiahan
hukum yang tidak ada ketegasannya dalam al-Quidamn ag-Sunnah,

serta belum pernah diijtihadkan oleh ulama'-uldigh'masa lalu.



